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Kebijakan legidatif tentang kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan meliputi tiga unsur, yaitu
dasar pembenaran kriminalisasi, kepentingan hukum yang dilindungi dalam kriminalisasi, dan gradasi
keseriusan tindak pidana. Untuk mengetahui fenomena ketiga unsur kriminalisas tersebut diteliti 17 macam
undang-undang, khususnya aspek tindak pidananya. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam
kriminalisasi adalah kepentingan pembangunan yang terdiri dari kepentingan pembangunan politik,
ekonomi, kesgjahteraan sosial dan SDM, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan tata nilai sosial.
K epentingan hukum yang dilindungi tersebut Iebih mencerminkan perlindungan kepentingan pemerintah
daripada kepentingan masyarakat.

Dasar pembenaran kriminalisasi memiliki lima pola dasar pembenaran, yaitu peranan dan arti penting suatu
hal bagi kehidupan manusia dan penyalahgunaan hal itu dapat mendatangkan kerugian kepada masyarakat,
bangsa dan negara, merugikan kepentingan masyarakat dan/atau negara, bertentangan dengan norma agama,
moral atau kesusilaan, kepatutan dan budaya bangsa, bertentangan dengan ideologi negara Pancasila dan
UUD 1945, dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, dan
sosial budaya. Dasar pembenaran kriminalisasi tersebut mencermin tiga pendekatan, yaitu pendekatan
kebijakan, pendekatan nilai, dan pendekatan ilmu pengetahuan.

Kebijakan legidlatif menetapkan dua kriteria umum dan tujuh kriteria khusus gradasi keseriusan tindak
pidana. Kedua kriteria umum tersebut adalah pembedaan tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran
dan perbedaan substantif perbuatan, sedangkan ketujuh kriteria khusus itu adalah pembedaan tindak pidana
dalam kesengajaan dan keal paan, perbedaan kualitas karya cipta, perbedaan kualitas zat bahan terlarang,
perbedaan modus operandi pelaksanaan tindak pidana, perbedaan akibat hukum, perbedaan subjek hukum
tindak pidana, dan perbedaan status kelembagaan. K ebijakan legidatif tentang kriminalisasi menunjukkan
adanya tiga kelemahan, yaitu perbedaan gradasi keseriusan tindak pidana yang cukup tgjam dalam satu
rumpun delik, perumusan perbuatan yang berbeda kualitasnya dalam satu delik, dan perlindungan hukum
yang berlebihan terhadap aparatur pemerintah.
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